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ABSTRACT
The development within cooperatives in Indonesia has great potential observed
through the number of cooperatives that keeps increasing each year. Cooperatives have vital
role within national economy matters. However, this development is constrained with the
entity without public accountability. The implementation of SAK ETAP is expected to help
cooperatives in decision-making to reach their objectives. This research is intended to find
the comprehension of cooperative management regarding acconting standards etities without
public accountability. This research uses qualitative approach. The data that are used in this
research consist of primary data; that is obtained from interviews, and secondary data, that is
obtained through financial statements. The object of this research is the cooperatives in
Sidoarjo. The research finds that the administrators are lack of comprehension about SAK
ETAP. There is only one cooperative that happens to apply SAK ETAP in its financial
statements. Nevertheless, the administrators who happen to understand SAK ETAP are those
who are in charge of financial statements only, while the others convey, they do not happen
to know about SAK ETAP.
Keywords : comprehension, cooperatives, SAK ETAP
PENDAHULUAN
Perekonomian Indonesia telah dijelaskan
dan diatur dalam Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan
ian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas
-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1
mendefinisikan bahwa perekonomian yang
dimaksud adalah koperasi, dengan definisi
yaitu:
yang beranggotakan orang-seorang
atau badan hokum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
Kehadiran koperasi ditengah-tengah
masyarakat Indonesia diharapkan mampu
menciptakan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat serta ikut
berkontribusi dalam menciptakan
kehidupan demokrasi ekonomi yang
mempunyai ciri-ciri demokratis,
kekeluargaan, dan keterbukaan. Koperasi
juga dipandang sebagai alat untuk
membangun sistem perekonomian
nasional. Hal itu sesuai dengan tujuan
koperasi yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3,
yaitu:
2"Koperasi bertujuan memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta ikut
membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur
berlandaskan Pancasila dan Undang-
Tabel 1
Rekapitulasi Data Koperasi
Berlandaskan tabel 1.1, jumlah
koperasi di Indonesia pada tahun 2015
meningkat sejumlah 2.647 unit dari tahun
sebelumnya, dan koperasi aktif meningkat
sejumlah 2.974. Jumlah anggota koperasi
di seluruh Indonesia pada tahun 2015
meningkat sejumlah 1.339.207 orang dari
tahun sebelumnya. Koperasi di Indonesia
memiliki kemampuan untuk berkembang
ke arah yang lebih baik untuk menjadi
usaha yang tangguh sehingga mampu
memperluas usahanya dan memperluas
lapangan pekerjaan. Selain itu, Sisa Hasil
Usaha koperasi di Indonesia juga
mengalami peningkatan yang signifikan
dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah
unit koperasi di Indonesia telah
menandakan adanya perkembangan
ekonomi yang produktif sehingga mampu
memberikan sumbangan yang positif
dalam menanggulangi masalah ekonomi
dan mendukung perkembangan ekonomi
negara.
Perkembangan koperasi memiliki
potensi besar di Indonesia, tetapi masih
terkendala dengan kurang informasi serta
pemahaman tentang akuntansi. Jati et al
(2004) menyatakan bahwa mayoritas
koperasi dan UMKM hanya melakukan
pencatatan tentang jumlah dana yang
diterima dan biaya yang dikeluarkan,
keluar masuknya barang dan jumlah utang
atau piutang yang dimilik. Sehingga masih
banyak koperasi yang belum mampu
memberikan informasi akuntansi sesuai
standar yang berlaku. Koperasi termasuk
entitas yang mengalami kendala tentang
penyusunan laporan keuangan terkait
dengan akuntabiltas publik suatu entitas
bisnis.
SAK ETAP digunakan sebagai acuan
yang lebih sederhana dan meringankan
bagi masyarakat luas untuk menyusun
laporan keuangan yang dapat diterima
secara umum. Laporan keuangan koperasi
yang baik seharusnya mampu menyajikan
informasi mengenai kondisi, kinerja dan
perubahan posisi keuangan koperasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan
strategis dalam upaya pengembangan
koperasi (Edningsari Dewi, 2015).
Koperasi dalam penyajian, pengungkapan,
dan unsur-unsur laporan keuangan
koperasi harus sesuai dengan SAK ETAP.
Peraturan penerapan SAK ETAP bagi
koperasi telah dijelaskan pada  Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan UMKM
Republik Indonesia Nomor:
04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang
DSAK, IAI pada tanggal 8 April 2011
Tahun
Koperasi (unit) Jumlah
anggota
(orang)
Jumlah
karyawan
(orang)
SHU
(Rp juta)Jumlah Aktif
2015 212.135 150.223 37.783.160 537.234 17.320.663,92
2014 209.488 147.249 36.443.953 530.830 14.898.647,12
2013 203.701 143.117 35.258.176 438.541 8.110.179,69
3telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan
Standar Akuntansi Keuangan 8 atas
pencabutan PSAK 27 mengenai Akuntansi
Koperasi. Hal ini juga sesuai dengan surat
edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan
UKM RI Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011
tanggal 20 Desember 2011 sehubungan
dengan diberlakukannya IFRS di
Indonesia, maka entitas bisnis tanpa
akuntabilitas publik, seperti Koperasi dan
UMKM,  dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangannya mengacu
pada SAK ETAP, yaitu : (1) Diperuntukan
bagi entitas tanpa akuntabilitas publik
signifikan, (2) Pengaturannya lebih
sederhana, mengatur transakasi umum
yang tidak komplek, (3) Perbedaan dengan
PSAK No.27/1998 tidak ada kewajiban
koperasi menyusun dan menyajikan
Laporan Promosi Ekonomi Anggota
(LPEA), (4) Laporan keuangan dengan
ETAP, yaitu Neraca, Perhitungan Hasil
Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas
laporan keuangan.
Setiap koperasi memiliki tujuan yang
tercantum dalam Anggaran Dasar koperasi
dimana tujuan tersebut dirumuskan
berdasarkan kepentingan dan kebutuhan
anggotanya dan sesuai dengan bidang
usaha koperasi. Tujuan yang tercantum
dalam Anggaran Dasar koperasi kemudian
dijabarkan dalam tujuan-tujuan jangka
pendek (1 tahun). Tujuan-tujuan tersebut
tidak dapat terwujud apabila tidak terdapat
sumber informasi yang dapat sebagai
acuan dalam pengambilan keputusan.
Sumber informasi yang dapat dipahami,
relevan, dan materialitas yang dapat
mendukung kegiatan koperasi adalah
laporan keuangan. Laporan keuangan
memuat transaksi-transaksi yang terjadi di
koperasi tersebut selama periode tertentu.
Hal yang perlu diperhatikan sebelum
penerapan SAK ETAP digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan laporan
keuangan koperasi adalah adanya
pemahaman yang baik terkait SAK ETAP
terlebih dahulu. Pengurus koperasi
khususnya bagian akuntansi memiliki
peran yang besar dalam penyusunan
laporan keuangan koperasi. Ajzen (2002)
menyatakan bahwa manusia berperilaku
secara sadar dan mempertimbangkan
segala informasi yang telah tersedia.
Informasi tersebut dapat berupa
pengetahuan yang didapat dari pendidikan
formal yang telah ditempuh.
Terdapat alasan pemilihan lokasi
penelitian di Kabupaten Sidoarjo karena
perkembangan koperasi dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan. Pada akhir
tahun 2015, jumlah koperasi di Kabupaten
Sidoarjo sejumlah 1.337 unit meningkat
dari tahun 2014 sejumlah 1.321. Jumlah
modal koperasi pada tahun 2015
meningkat dibanding tahun 2014 dari
Rp. 651.355.397.000,00 menjadi Rp.
734.165.876.000,00.
Secara umum, Kabupaten Sidoarjo
memiliki koperasi yang tangguh.
Berlandaskan data koperasi Kabupaten
Sidoarjo tahun 2016, jumlah koperasi aktif
sejumlah 1.104 unit dengan jumlah
koperasi sehat 1.001 unit. Penilaian
kesehatan KSP/USP koperasi meliputi
penilaian terhadap beberapa aspek yaitu
pemodalan, kualitas aktiva produktif,
manajemen, efisiensi, likuiditas,
kemandirian dan pertumbuhan, serta jati
diri koperasi.
Koperasi di Kabupaten Sidoarjo
mendapatkan prestasi dengan menerima
Satyalancana Wirakarya pada tahun 2014.
Penghargaan tersebut diberikan karena
telah berjasa dalam memberikan dharma
baktinya yang besar kepada bangsa dan
negara Indonesia dalam bidang koperasi
dan UKM. Penghargaan yang diraih
tersebut menunjukkan bahwa peran
Pemerintah Daerah Sidoarjo terhadap
pembangunan masyarakat, bangsa dan
negara, bukan hanya melalui bidang
industri, tetapi juga di bidang
pembangunan sosial, dan ekonomi
masyarakat melalui bidang koperasi
UMKM. Selain itu, koperasi di Kabupaten
Sidoarjo juga mendapat prestasi Bhakti
4Koperasi dan UKM pada tahun 2013.
Penghargaan tersebut diberikan karena
pada akhir tahun 2012 pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Sidoarjo mencapai
angka 7,08%. Hal ini, tidak lepas dari
peran nyata koperasi sejumlah 1.316 unit
yang berada diseluruh kecamatan,
desa/kelurahan di Kabupaten Sidoarjo,
serta UKM sejumlah 171.600 yang telah
berkembang diseluruh pelosok wilayah
Kabupaten Sidoarjo. Sebagai catatan, pada
tahun 2011 Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo pernah mendapat penghargaan
Tingkat Nasional sebagai Kabupaten
penggerak koperasi.
Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui tentang bagaimana
pemahaman pengurus koperasi tentang
Standar Akuntansi Keuangan Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
di Kabupaten Sidoarjo.
LANDASAN TEORI
Theory of Planned Behavior
Ajzen (2002) Theory of Planned
Behavior, seseorang dapat bertindak
berdasarkan niat (intention) hanya ketika
individu tersebut memiliki kontrol
terhadap perilakunya. Teori ini tidak
hanya menekankan pada rasionalitas dari
tingkah laku manusia, tetapi juga
keyakinan bahwa tingkah laku seseorang
berada di bawah kontrol kesadaran
individu tersebut (Ajzen, 2005). Theory of
Planned Behavior, Ajzen (2005)
menambahkan variabel yang belum ada
dalam TRA, yaitu kontrol perilaku yang
dirasakan (perceived behavioral control).
Variabel ini ditambahkan sebagai upaya
memahami keterbatasan individu dalam
melakukan perilaku tertentu.
Teori ini menyebutkan bahwa intensi
adalah fungsi dari tiga determinan dasar,
yaitu:
1. Sikap merupakan bagian dari intensi
perilaku yang berhubungan dengan
hasil yang diharapkan, dapat berupa
respon positif atau negatif. Seseorang
dalam berperilaku memiliki banyak
keyakinan, tetapi hanya sedikit yang
dapat diperoleh pada waktu tertentu.
2. Norma subjektif merupakan tekanan
sosial yang dirasakan mempengaruhi
keyakinan seseorang untuk terlibat
atau tidak terlibat dalam perilaku.
Seseorang cenderung akan
termotivasi untuk melakukan perilaku
tersebut apabila orang lain
mendukungnya.
3. Kemampuan mengontrol perilaku
merupakan keyakinan memudahkan
atau menghalangi dalam melakukan
perilaku tersebut. Keyakinan tersebut
diperoleh dari pengetahuan,
keterampilan, maupun pengalaman.
Pengalaman yang dimaksud adalah
pengalaman dalam melakukan
perilaku yang sama sebelumnya atau
diperoleh karena melihat orang lain.
Pemahaman
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia
paham memiliki arti pandangan atau
pandai dan mengerti benar, sedangkan
pemahaman adalah proses, cara, perbuatan
memahami atau memahamkan
(Depdiknas, 2008). Menurut Purwanto
(2007), pemahaman merupakan tahap
kemampuan yang mengharuskan seseorag
dalam memahami arti, konsep, situasi dan
fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini,
individu tersebut tidak hanya hafal secara
lisan, namun mendalami konsep dari
keadaan atau fakta yang ditanyakan.
Pemahaman dapat dibagi ke dalam 3
kelompok, antara lain:
1. Tingkat pertama adalah terjemahan.
Diawali dengan mengartikan atau
menerjemahkan suatu hal secara tepat
dan cermat.
2. Tingkat kedua adalah penafsiran.
Menjelaskan atau menerangkan
sesuatu yang diketahui,
menghubungkan bagian-bagian
dengan bagian selanjutnya, atau
menghubungkan bagian dengan
situasi tertentu.
53. Tingkat ketiga adalah ekstrapolasi.
Kepandaian individu dalam
memperkirakan arah atau melihat
dibalik yang tertulis, serta dapat
memprediksi sesuai dengan definisi
atau kondisi tertentu.
Koperasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 pasal 1 ayat 1, menjelaskan
yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
bertujuan memajukan kesejahteraan
anggota pada khususnya dan masyarakat
pada umumnya serta ikut membangun
tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang
maju, adil dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
kesimpulan bahwa baik koperasi karyawan
atau koperasi yang lain memiliki tujuan
yang sama yaitu untuk meningkatkan
kesejahteraan para anggotanya.
Kepentingan anggota koperasi menjadi
prioritas koperasi.
SAK ETAP
Menurut SAK ETAP (2013:1), Standar
Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
diartikan untuk dipakai entitas tanpa
akuntabilitas publik. Entitas tanpa
akuntabilitas publik adalah entitas yang:
tidak memiliki akuntabilitas publik
signifikan; dan menerbitkan laporan
keuangan untuk tujuan umum (general
purpose financial statement) bagi
pengguna eksternal. Contoh pengguna
eksternal adalah pengusaha yang tidak
terlibat langsung dalam pengelolaan usaha,
kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.
Entitas memiliki akuntabilitas publik
signifikan jika:
a. Entitas telah mengajukan pernyataan
pendaftaran, atau dalam proses
pengajuan pernyataan pendaftaran,
pada otoritas pasar modal atau
regulator lain untuk tujuan penerbitan
efek di pasar modal; atau
b. Entitas menguasai aset dalam
kapasitas sebagai fidusia untuk
sekelompok besar masyarakat, seperti
bank, entitas asuransi, pialang dan
atau pedagang efek, dana pensiun,
reksa dana dan bank investasi.
SAK ETAP (2013:3), mengemukakan
tujuan laporan keuangan adalah
mempersiapkan informasi posisi
keuangan, kinerja keuangan dan laporan
arus kas suatu entitas yang bermanfaat
bagi sejumlah besar pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi oleh
siapapun yang tidak dalam posisi dapat
meminta laporan keuangan khusus untuk
mencukupi kepentingan informasi tertentu.
SAK ETAP (2013:3-5), menerangkan
keistimewaan kualitatif informasi dalam
laporan keuangan berdasarkan SAK
ETAP: dapat dipahami, relevan,
materialitas, keandalan, substansi
mengungguli bentuk, pertimbangan sehat,
kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat
waktu, dan keseimbangan antara biaya dan
manfaat.
SAK ETAP (2013:11), menjabarkan
penyajian wajar dari laporan keuangan
yang menaati persyaratan, dan pengertian
laporan keuangan yang lengkap, sebagai
berikut:
a. Penyajian Wajar
Laporan keuangan menyajikan secara
wajar posisi keuangan, kinerja
keuangan dan arus kas suatu entitas.
Penyajian wajar mensyaratkan
penyajian jujur atas pengaruh
transaksi, peristiwa dan kondisi lain
yang sesuai dengan definisi dan
kriteria pengakuan aset, kewajiban,
penghasilan dan beban.
6b. Kepatuhan Terhadap SAK ETAP
Entitas yang laporan keuangannya
mematuhi SAK ETAP harus membuat
pernyataan eksplisit dan secara penuh
(explicit and unreserved statement)
atas kepatuhan tersebut dalam catatan
atas laporan keuangan.
c. Kelangsungan usaha
Pada saat menyusun laporan keuangan,
manajemen entitas yang menggunakan
SAK ETAP membuat penilaian atas
kemampuan entitas melanjutkan
kelangsungan usahanya.
d. Frekuensi Pelaporan
Entitas menyajikan secara lengkap
laporan keuangan, termasuk infromasi
komparatif minimum satu tahun sekali
e. Penyajian yang Konsisten
Penyajian dan klasifikasi pos-pos
dalam laporan keuangan antar periode
harus konsisten kecuali jika terjadi
perubahan yang signifikan atas sifat
operasi entitas atau perubahan
penyajian atau pengklasifikasian
bertujuan menghasilkan penyajian
lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan
penerapan kebijakan akuntansi.
f. Informasi Komparatif
Informasi harus diungkapkan secara
komparatif dengan periode
sebelumnya kecuali dinyatakan lain
oleh SAK ETAP (termasuk informasi
dalam laporan keuangan dan catatan
atas laporan keuangan.
g. Materialitas dan Agregasi
Pos-pos yang material disajikan secara
terpisah dalam laporan keuangan
sedangkan yang tidak material
digabungkan dengan jumlah yang
memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
h. Laporan Keuangan Lengkap
Laporan keuangan entitas meliputi :
a. Neraca
b. Laporan laba rugi
c. Laporan perubahan ekuitas yang
juga menunjukan:
(i) Seluruh perubahan dalam
ekuitas, atau
(ii) Perubahan ekuitas selain
perubahan yang timbul dari
transaksi dengan pengusaha
dalam kapasitasnya sebagai
pengusaha;
d. Laporan arus kas
e. Catatan atas laporan keuangan yang
berisi ringkasan kebijakan akuntansi
yang signifikan dan informasi
penjelasan lainnya.
i. Identifikasi Laporan Keuangan
Entitas harus mengidentifikasi secara
jelas setiap komponen laporan
keuangan termasuk catatan atas
laporan keuangan. Jika laporan
keuangan merupakan komponen dari
laporan lain, maka laporan keuangan
harus dibedakan dari informasi lain
dalam laporan tersebut.
Kerangka pemikiran yang mendasarki
penelitian adalah sebagai berikut:
Gambar 1
Kerangka Pemikiran
METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Menurut Moleong (2005),
mendefinisikan pendekatan kualitatif
memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.
Data yang digunakan yaitu data primer
dan sekunder.
Pemahaman
Akuntansi
Laporan Keuangan
Koperasi
Laporan Keuangan
Koperasi berdasarkan
SAK ETAP
7Metode Pengumpulan Data
Data primer yang diperoleh dari
wawancara langsung dengan para
informan, sedangkan data sekunder
diperoleh dari laporan keuangan yang
dimiliki oleh koperasi.
Batasan Penelitian
Batasan penelitian dalam penelitian ini,
antara lain:
1. Koperasi yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu Koperasi Pegawai
Republik Indonesia Delta Makmur,
Koperasi Sakinah, dan Koperasi Citra
Delta Sidoarjo;
2. Fokus penelitian ini mengenai
pemahaman pengurus koperasi
tentang Standar Akuntansi Keuangan
Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK
ETAP). Lokasi penelitian ini
dilakukan pada koperasi yang berada
di Kabupaten Sidoarjo.
Unit Analisis
Menurut Robert K. Yin unit analisis dibagi
menjadi dua, yaitu perorangan dan
organisasi (Robert K. Yin, 2002:30). Unit
analisis perorangan dalam penelitian ini
yaitu pengurus koperasi, sedangkan yang
menjadi unit analisis organisasi yaitu
koperasi.
Teknik Analisis
Teknik analisis data dalam penelitian ini
dilakukan dengan pendekatan metode
studi kasus (case study) yaitu dengan cara:
1. Langkah pertama, yaitu mencari
lokasi penelitian. Penentuan lokasi
penelitian dilakukan dengan cara
mencari informasi mengenai koperasi.
2. Langkah kedua, yaitu mencari syarat
untuk melakukan penelitian. Hal ini
terkait dengan surat yang harus
dibawa saat penelitian.
3. Langkah ketiga, yaitu menyiapkan
perlengkapan yang dibutuhkan untuk
mendukung penelitian. Perlengkapan
tersebut antara lain handphone
(sebagai alat merekam dan memotret)
dan alat tulis.
4. Langkah keempat, yaitu studi
lapangan dan studi literatur. Studi
lapangan dengan melakukan
observasi dan wawancara, sedangkan
studi literatur dilakukan untuk
memahami konsep dan teori yang
sesuai dengan fokus penelitian ini.
Studi literatur dapat diperoleh dari
buku dan jurnal.
5. Pengumpulan data dengan melakukan
wawancara kepada pengurus
koperasi, serta didukung dengan
dokumen-dokumen koperasi terkait
fokus penelitian ini seperti: laporan
keuangan koperasi.
6. Melakukan interpretasi data dari hasil
wawancara serta menarik kesimpulan.
HASIL ANALISIS DAN
PEMBAHASAN
Peran koperasi di Kabupaten Sidoarjo
yang paling dominan yaitu untuk
mendukung perekonomian masyarakat
dengan menyediakan bantuan permodalan
bagi anggota koperasi untuk
mengembangkan usahanya dan mencukupi
kebutuhan hidup. Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo sangat peduli tehadap
perkembangan koperasi dan UMKM,
bahkan berkomitmen untuk menjadikan
koperasi sebagai soko guru perekonomian
di Kabupaten Sidoarjo.
Secara umum, Kabupaten Sidoarjo
memiliki koperasi yang kuat dengan
keanggotaan yang cukup besar.
Berdasarkan rekapitulasi data koperasi
Kabupaten Sidoarjo tahun 2015, koperasi
di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 31
kelompok koperasi berdasarkan usaha
yang dikelola, jumlah keseluruhan unit
koperasi yang aktif yaitu sebesar 1.104
unit koperasi dengan jumlah tenaga kerja
sebesar 1.668 orang, sedangkan jumlah
anggota koperasi mencapai 219.086 orang.
Lima koperasi yang menjadi objek
penelitian ini terdiri dari berbagai
kelompok anggota koperasi, yaitu:
1. Koperasi Pegawai Republik Indonesia
(KPRI) Delta Makmur, karena
8beranggotakan koperasi Pegawai
Negeri Sipil (PNS), termasuk dalam
koperasi yang cukup besar dan
koperasi sehat di Kabupaten Sidoarjo.
2. Koperasi Citra Delta, karena
beranggotakan pegawai telkom, dan
termasuk koperasi yang cukup besar.
3. Koperasi Wanita (KOPWAN) As
Sakinah, karena beranggotakan yang
tergabung dalam organisasi Aisyiyah.
4. Koperasi Wanita (KOPWAN) Melati,
karena beranggotakan ibu-ibu dari
satu Rukun Warga (RW) dan koperasi
tersebut belum cukup besar dan lama
berdiri.
5. Koperasi Wanita (KOPWAN)
Srikandi Makmur, karena
beranggotakan ibu-ibu dari satu
Rukun Warga (RW) dan koperasi
tersebut belum cukup besar dan lama
berdiri.
Namun, pada saat penelitian berlangsung
hanya empat koperasi yang bersedia
menjadi objek penelitian, KOPWAN
Srikandi Makmur tidak bersedia.
Pemahaman yang dimiliki oleh para
informan mengenai laporan keuangan
beragam, namun secara garis besar
memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut
yaitu keempat informan menjelaskan
bahwa laporan keuangan koperasi
merupakan hal penting dalam kegiatan
koperasi yaitu sebagai alat/bukti
pertanggungjawaban pengurus kepada
para anggotanya. Mengingat kedudukan
tertinggi dalam struktur organisasi
koperasi yaitu anggota koperasi,
merupakan hal wajar apabila pengurus
menggunakan laporan keuangan koperasi
sebagai alat pertanggungjawaban kepada
para anggotanya. Selain itu, penjelasan
yang disampaikan oleh keempat informan
mengenai laporan keuangan sesuai dengan
tujuan laporan keuangan berdasarkan SAK
ETAP (2013:3) bahwa menyiapkan
informasi posisi keuangan, kinerja
keuangan suatu entitas yang bermanfaat
bagi pengguna dalam pengambilan
keputusan.
Laporan keuangan merupakan hal
yang penting bagi koperasi untuk
pertanggungjawaban kepada para anggota,
hendaknya laporan keuangan yang disusun
dan disajikan berdasarkan standar
akuntansi yang berlaku. Tiga dari empat
informan mampu menjelaskan mengenai
standar akuntansi secara langsung dan
jelas. Secara garis besar, penjelasan
keempat informan yaitu sebagai pedoman
dalam menyusun laporan keuangan.
Peneliti terkejut mendengar penjelasan
dari Ibu Nenny, beliau menjelaskan bahwa
sebagai pedoman seseorang. Satu
informan yaitu Ibu Nurmala belum
mengetahui standar akuntansi, namun
beliau mencoba menjelaskan berdasarkan
penalarannya bahwa standar yang
digunakan untuk membuat laporan
keuangan.
Standar akuntansi merupakan hal
yang sangat penting diketahui oleh
seorang akuntan, karena standar tersebut
merupakan acuan atau pedoman dalam
penyusunan dan penyajian laporan
keuangan suatu entitas yang dibuat oleh
lembaga berwenang. Laporan keuangan
yang disusun berdasarkan standar
akuntansi, maka laporan keuangan tersebut
dapat dipahami, relevan, materialitas,
keandalan, dan tepat waktu. Sehingga
pengguna laporan keuangan dapat
memahami dan menggunakan laporan
keuangan tersebut untuk pengambilan
keputusan.
Jenis standar akuntansi yang ada di
Indonesia bermacam-macam, antara lain:
Standar Akuntansi Keuangan (SAK),
Standar Akuntansi Keuangan Syariah
(SAK Syariah), Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP), dan Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik (SAK ETAP). Penggunaan standar
akuntansi tersebut harus berdasarkan jenis
entitasnya. Standar akuntansi yang
disediakan entitas seperti koperasi yaitu
SAK ETAP, karena koperasi termasuk
entitas yang tidak termasuk dalam entitas
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signifikan.
Informan mengetahui adanya SAK
ETAP dari berbagai cara, antara lain:
internet dan pelatihan yang diberikan oleh
dinas koperasi. Pada kenyataannya,
keberadaan SAK ETAP hanya diketahui
oleh pengurus koperasi yang memiliki
tanggungjawab serta memiliki peran
menyusun laporan keuangan, sedangkan
pengurus koperasi yang lain tidak
mengetahuinya. Ibu Nurmala selaku ketua
dari KOPWAN Melati tidak dapat
menjelaskan mengenai SAK ETAP.
Penjelasan yang diberikan para
informan terdapat perbedaan mengenai
apakah koperasi perlu menerapkan SAK
ETAP dalam penyusunan laporan
keuangan. Tiga dari empat informan
berpendapat bahwa koperasi perlu
menerapkan SAK ETAP, karena koperasi
termasuk entitas yang tidak memiliki
akuntabilitas publik signifikan. Ibu Nenny
merupakan informan yang mengetahui
adanya SAK ETAP berpendapat bahwa
koperasi belum perlu menerapkan SAK
ETAP. Sedangkan, Ibu Nurmala yang
mengetahui adanya SAK ETAP dari
penjelasan peneliti berpendapat bahwa
koperasi perlu menerapkan SAK ETAP
untuk menyusun laporan keuangan.
Selain itu, hanya dua informan yaitu
Bapak Rizal (selaku bagian akuntansi
KPRI Delta Makmur), dan Ibu Sumiyati
(selaku bagian keuangan Koperasi Citra
Delta) yang telah menerapkan SAK ETAP
dalam penyusunan laporan keuangan
koperasi. Ibu Nenny berpendapat bahwa
koperasinya belum perlu menerapkan
SAK ETAP dalam penyusunan laporan
keuangan koperasi, dikarenakan para
anggota merasa bingung saat melihat
laporan keuangan berdasarkan SAK
ETAP. Sedangkan, Ibu Nurmala tidak
mengetahui apakah koperasinya telah
menerapkan SAK ETAP pada
koperasinya. Hal tersebut menunjukkan
bahwa informan yang telah mengetahui
adanya SAK ETAP, belum tentu
menerapkannya pada penyusunan laporan
keuangan koperasi.
Kedua informan yang telah
menerapkan SAK ETAP pada koperasi
menjelaskan bahwa pengurus koperasi
mengalami kesusahan dalam menerapkan
SAK ETAP dalam penyusunan laporan
keuangan, namum lebih mudah diterpkan
daripada SAK. Hal ini bertolak belakang
dengan tujuan DSAK menyusun SAK
ETAP yaitu: untuk memberikan
kemudahan bagi entitas tanpa akuntabilitas
publik dalam menyusun laporan keuangan.
Laporan keuangan lengkap menurut
SAK ETAP (2013:12) meliputi: neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan
ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan. KPRI Delta Makmur
menyajikan secara lengkap laporan
keuangan sesuai dengan SAK ETAP yaitu
meliputi: neraca, perhitungan hasil usaha,
laporan perubahan ekuitas, laporan arus
kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Pada Koperasi Citra Delta menyajikan
laporan keuangan sesuai dengan SAK
ETAP antara lain: neraca, perhtungan hasil
usaha laporan arus kas, catatan atas
laporan keuangan, dan untuk laporan
perubahan ekuitas tidak ada. Pada
KOPWAN As Sakinah menyajikan
laporan keuangan antara lain : neraca, dan
perhitungan hasil usaha, sedangkan untuk
laporan perubahan ekuitas, laporan arus
kas, dan  catatan atas laporan keuangan
koperasi tersebut tidak ada, dikarenakan
koperasi tersebut tidak menerapkan SAK
ETAP dalam laporan keuangannya
sehingga. Selanjutnya, KOPWAN Melati
menyajikan laporan keuangan antara lain:
neraca dan laporan hasil usaha, sedangkan
untuk laporan perubahan ekuitas, laporan
arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan tidak disajikan, karena kurang
memahami mengenai SAK ETAP dalam
laporan keuangan.
Penjelasan yang diberikan oleh para
informan mengenai frekuensi pelaporan
yang dilakukan beragam. Namun, terdapat
kesamaan yaitu keempat koperasi
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melakukan pelaporan pada akhir tahun
yang biasa disebut dengan Rapat Anggota
Tahunan (RAT). Hal tersebut telah sesuai
dengan SAK ETAP, dimana telah diatur
bahwa entitas menyajikan secara lengkap
laporan keuangan minimal satu tahun
sekali.
Ketiga informan yaitu Bapak Rizal,
Ibu Sumiyati, dan Ibu Nenny dapat
menjelaskan mengenai perlakuan
akuntansi pendapatan yang dilakukan pada
koperasinya dengan sangat baik.
Penjelasan yang diberikan oleh ketiga
informan tersebut telah sesuai dengan
SAK ETAP. Sedangkan, Ibu Nurmala
belum mampu menjelaskan dengan baik
mengenai perlakuan akuntansi pendapatan
pada KOPWAN Melati.
(a) Pengakuan
Koperasi mengakui pada tanggal
disaat para anggota yang meminjam
sejumlah uang membayar angsuran
setiap bulannya dan diakui dalam
laporan laba rugi.
(b) Pengukuran
Pendapatan jasa pinjaman uang
diukur dengan nilai wajar atas
pembayaran yang berdasarkan tingkat
jasa pinjaman.
(c) Pencatatan
Kasir menjurnal atas transaksi
pembayaran angsuran pinjaman
sebesar Rp 1.000.000. Jurnal atas
transaksi tersebut:
(D) Kas Rp 1.000.000
(K) Piutang Dagang Rp 990.000
Simpanan Manasuka Rp     2.000
Pend Jasa Pinjaman Rp     8.000
Penjelasan yang diberikan oleh ketiga
informan, antara lain: Bapak Rizal, Ibu
Sumiyati, dan Ibu Nenny mengenai
perlakuan akuntansi aset tetap cukup baik.
Perlakuan akuntansi aset tetap yang
dilakukan oleh ketiga informan telah
sesuai dengan SAK ETAP. Sedangkan,
Ibu Nurmala berusaha memberikan
penjelasan berdasarkan penalarannya.
(a) Pengakuan
Koperasi mengakui pada tanggal
disaat aset tersebut dikirim dan
dilunasi oleh koperasi serta diakui
dalam neraca.
(b) Pengukuran
Aset diukur berdasarkan harga
perolehan aset tersebut.
(c) Pencatatan
Bagian akuntansi menjurnal atas
transaksi pembelian komputer sebesar
Rp 5.000.000 dan biaya instalasi Rp
200.000. Jurnal atas transaksi
tersebut:
(D) Inventaris Rp 5.200.000
(K) Kas Rp 5.200.000
Selain perlakuan akuntansi aset tetap,
ketiga informan juga menjelaskan
mengenai akumulasi penyusutan aset
tetap. Penjelasan Bapak Rizal bahwa
akumulasi penyusutan aset tetap
menggunakan metode saldo menurun dan
penjelasan Ibu Nenny bahwa akumulasi
penyusutan aset tetap menggunakan
metode jumlah angka tahun. Hal tersebut
kurang cocok digunakan di koperasi,
karena koperasi tidak memiliki aset tetap
yang penurunan fungsinya bergantung
pada volume output yang dihasilkan.
Koperasi lebih cocok menggunakan
metode garis lurus dalam akumulasi
penyusutan aset tetapnya.
Menurut indikator informasi yang
disajikan dalam neraca sesuai dengan SAK
ETAP (2013:15) menjelaskan minimal
mencakup pos-pos antara lain: kas dan
setara kas, piutang usaha dan piutang
lainnya, persediaan, properti investasi, aset
tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan
utang lainnya, aset dan kewajiban,
kewajiban dan diestimasi, dan ekuitas.
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Pada implementasinya, keempat koperasi
hanya menggunakan pos pos dalam
neraca yang relevan untuk
menggambarkan posisi keuangan koperasi
tersebut.
Menurut indikator informasi yang
disajikan dalam laporan laba rugi sesuai
SAK ETAP menjelaskan minimal
mencakup pos-pos antara lain: pendapatan,
beban keuangan, bagian laba atau rugi dari
investasi yang menggunakan metode
ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi
neto. Pada implementasinya, keempat
koperasi hanya menggunakan pos pos
yang relevan untuk menggambarkan posisi
keuangan koperasi tersebut. Pada
implementasinya, keempat koperasi hanya
menggunakan pos pos dalam laba rugi
yang relevan untuk menggambarkan posisi
keuangan koperasi tersebut.
Berdasarkan dari penjelasan yang
diberikan oleh para informan,
membuktikan bahwa para informan telah
sedikit menerapkan SAK ETAP dalam
penyusunan laporan keuangan. Hanya satu
koperasi yang telah menerapkan SAK
ETAP secara penuh, hal tersebut dapat
dilihat dari Catatan Atas Laporan
Keuangan KPRI Delta Makmur. Hal ini
telah dijelaskan dalan SAK ETAP
(2013:11) bahwa entitas yang laporan
keuangannya mematuhi SAK ETAP harus
membuat pernyataan atas kepatuhannya
dalam catatan atas laporan keuangan.
KESIMPULAN, KETERBATASAN,
DAN SARAN
Penelitian ini memiliki beberapa
kesimpulan:
1. Laporan keuangan merupakan hal
yang sangat penting bagi koperasi
dikarenakan laporan keuangan
merupakan bukti pertanggungjawaban
pengurus koperasi kepada para
anggotanya.
2. Keberadaan SAK ETAP tidak
diketahui oleh seluruh pengurus
koperasi. Salah satu informan yang
merupakan ketua koperasi di
Kabupaten Sidoarjo tidak mengetahui
adanya SAK ETAP. Hal tersebut
menunjukkan bahwa pengurus
koperasi yang memiliki peran dalam
proses penyusunan laporan keuangan
yang mengetahui SAK ETAP.
3. Pemahaman yang dimiliki oleh
pengurus koperasi tentang SAK
ETAP berbeda-beda. Hanya satu
informan yang telah menerapkan
SAK ETAP dalam penyusunan
laporan keuangannya, sedangkan tiga
informan belum menerapkan SAK
ETAP secara penuh.
4. Pengurus koperasi mengalami
kesulitan dalam menyusun laporan
berdasarkan SAK ETAP. Hal ini yang
mendasari pengurus koperasi di
Kabupaten Sidoarjo belum
menerapkan SAK ETAP dalam
penyusunan laporan keuangannya.
Penelitian ini memiliki keterbatasan,
antara lain:
1. Peneliti kesulitan untuk mengukur
pemahaman pengurus koperasi
mengenai SAK ETAP.
2. Waktu yang diberikan oleh informan
untuk melakukan wawancara relatif
singkat.
3. Pada saat wawancara berlangsung,
informan tidak mengizinkan untuk
merekam.
4. Koperasi yang bersedia untuk menjadi
subjek penelitian hanya 4 dari 5
koperasi yang ditentukan pada awal
penelitian.
Berdasarkan pada hasil dan
keterbatasan penelitian, maka saran yang
diberikan kepada penelitian selanjutnya
1. Lebih mendalam dan detail untuk
menggali pemahaman pengurus
koperasi terkait SAK ETAP,
khususnya laporan keuangan,
2. Memastikan jadwal untuk wawancara
dengan informan tidak terbentur
jadwal lain, agar wawancara dapat
berjalan dengan lancar.
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Bagi pengurus koperasi, lebih aktif
mengikuti pelatihan, seminar, atau
workshop terkait akuntansi, untuk
meningkatkan pengetahun dan
pemahaman yang dimiliki. Kemudian,
bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian,
Perdagangan Energi, dan Sumber Daya
Mineral Kabupaten Sidoarjo untuk
membuat kegiatan sosialisasi dan
pelatihan terkait akuntansi berdasarkan
SAK ETAP, sehingga koperasi dapat
meningkatkan pengetahun dan
pemahaman serta
mengimplementasikannya pada laporan
keuangan koperasi.
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